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BAB I 
         PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan 
maupun di bidang sosial dan ekonomi. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas 
negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. 
Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela 
berubah menjadi pembayaran yang ditetapakan secara sepihak oleh negara 
dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan  negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan 
perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk 
secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk 
pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-
undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, 
tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam 
bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional 
(Wibowo dan Illyas, 2003). 
Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 
penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan, 
1 
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pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena pajak digunakan untuk 
membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.   
Banyaknya faktor penghambat untuk memuluskan pembangunan nasional 
tersebut salah satunya karena penerimaan negara yang masih bisa dikatakan 
rendah, terutama pemasukan kas negara lewat pajak. Hal tersebut dikarenakan 
masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi 
kewajibannya kepada negara. Selain itu, masih banyaknya piutang pajak yang 
ada disetiap kantor pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo, 
tercatat piutang pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo dari 
tahun 2006-2008 masih berkisar diatas ratusan juta rupiah, akibat dari tidak 
dilunasinya hutang pajak. Sehingga perlu adanya pengelolaan untuk mengatasi 
masalah tersebut yang dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi 
peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar 
pajak.  
Maka dengan begitu perlu adanya pengelolaan piutang pajak dengan 
harapan piutang pajak yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin dan sudah 
pasti dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
Sukoharjo khususnya.  
Berdasarkan dari latar belakang tersebut saya tertarik meneliti mengenai 
“PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK SEBAGAI UPAYA 
MENAMBAH PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN 
PAJAK (KPP) PRATAMA SUKOHARJO”. 
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B. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana cara pengelolaan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Sukoharjo? 
2. Apakah piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukoharjo sudah dikelola secara optimal dari tahun 2006-2008? 
3. Hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanan penagihan piutang pajak? 
 
C. Tujuan 
1. Memperoleh gambaran yang jelas tentang cara pengelolaan piutang pajak 
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui keoptimalan penagihan piutang pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo tahun 2006-2008. 
3. Untuk mendapatkan kejelasan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi 
dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan penagihan pajak. 
 
D. Manfaat  
1. Bagi Penulis 
  Menambah wawasan mengenai hukum pajak umumnya mengenai 
piutang pajak, khususnya mengenai Pengelolaan Piutang Pajak. 
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2.  Bagi pemerintah 
  Memberikan masukan kepada aparat pemerintah mengenai 
pentingnya pengeloaan pajak dan pengawasannya dalam upaya 
mengoptimalkan penerimaan pajak.  
3. Bagi pihak lain 
  Penulis berharap karya ini dapat digunakan sebagai informasi 
untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menulasi pajak tepat pada 
waktunya dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 
 
E. Metode Penelitian 
  Metode-metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan 
mengumpulkan keterangan dan informasi yang diperlukan guna penyusunan 
Tugas Akhir.   
1.   Desain Penelitian 
 Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengunakan Desain 
Penelitian Kasus. Desain Kasus (Sutopo, 2002) dilakukan apabila 
pertanyaan “bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian. Berdasar 
dari rumusan masalah dan tujuan yang telah dibahas diatas desain kasus 
dipilih penulis karena dirasa pas dengan permasalahan yang akan di bahas 
dalam Tugas Akhir ini dengan  temanya piutang pajak.  
2.  Objek Penelitian 
 Ruang lingkup mengenai Piutang sangat luas cakupannya sesuai 
fungsi dan penerapannya dalam masing-masing bidang yang berbeda. 
Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam hal ini, kami membatasi 
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objek penelitian mengenai piutang kedalam lingkup yang lebih kecil yaitu 
informasi  mengenai pengelolaan piutang pajak  dari mulai penagihan 
kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak, prosesnya, dan informasi 
lainnya. 
3. Jenis dan Sumber Data  
 a.   Jenis data 
Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah (Sutopo, 
2002) : 
1) Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 
kalimat, dan   gambar 
2) Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka 
atau data kuantitatif yang diangkakan. 
b. Sumber Data berasal dari: 
1) Data Primer (Moleong, 2002) yaitu data yang diperoleh langsung 
dari objek yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan 
langsung dengan peneliti, target dan piutang pajak yang ada di 
KPP Sukoharjo. 
2) Data Sekunder (Suharsimi, 1998) yaitu data yang diperoleh secara 
tidak lansung dengan mempelajari buku-buku, literature, makalah, 
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, serta Surat Keputusan 
tentang Penagihan Pajak. 
c. Sumber data diambil dari: 
1) Informasi yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan 
yang  akan dikaji dan bersedia memberikan informasi. 
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2) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting 
dalam penelitian kualitatif. Menurut Sutopo (2002) bahwa 
“Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan 
dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran 
atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa 
tertentu”. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a.   Observasi/ pengamatan 
 Dalam penelitian melalui pengamatan ini diadakan langsung 
ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas 
permasalahan yang ada di KPP Sukoharjo. 
 b.   Interview/ wawancara 
  Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara 
mendalam dengan pertanya yang bersifat open-ended. 
c.   Dokumen 
  Dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen 
yang berkaitan dengan Piutang Pajak. Dalam hal ini dokumen yang 
digunakan berupa catatan, agenda, notulen, arsip-arsip, surat-surat. 
Perundang-undangan, maupun laporan-laporan kegiatan yang 
diperoleh dari Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. 
5. Teknik Pembahasan 
 Model pembahasan yang digunakan penulis pada tugas akhir 
ini ada 2 macam yaitu: 
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 a.  Pembahasan Deskriptif 
Yaitu teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti 
(Suharsimi, 1998). 
b.  Optimasi Keputusan  
Yaitu teknik untuk mensintesis suatu keputusan optimal dalam bidang 
perpajakan khususnya (Suharsimi, 1998).  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pajak 
1. Pengertian Pajak 
 Menurut Rochmat Soemitro seperti yang dikutip Munawir (1992: 
1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. 
 Pudyatmoko (2002: 3) yang mengutip pendapat PJA. Adriani 
mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada kas Negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan. 
 Sedangkan menurut Smeets seperti yang dikutip oleh Suandy 
(2002: 3) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya 
kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual; maksudnya 
adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”. 
Dari definisi-definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengertian pajak adalah iuran pada Negara yang dipungut oleh pemerintah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa 
8 
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mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan untuk 
membiayai pengeluaran umum pemerintah. 
Dan dapat disimpulkan juga bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 
a. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berarti bahwa yang berhak 
memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang 
(bukan barang). 
b. Berdasarkan Undang-undang, bahwa pajak ynag dipungut berdasarkan 
atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanannya. 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
2. Fungsi Pajak 
Menurut Suandy (2002: 13) ada dua fungsi pajak yaitu: 
a. Fungsi Budgetair/ Financial yaitu memasukkan uang sebanyak-
banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluran Negara. 
b. Fungsi Regulerend/ fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai 
alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, social 
maupun politik dengan tujuan tertentu. 
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3. Syarat dan Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 
 Syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan (Suandy, 2002), maka pemungutan pajak harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
 a. pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 
b. pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat 
yuridis) 
c. tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis) 
d. pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 
 Teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak 
kepada Negara untuk memungut pajak (Suandy, 2002). Teori tersebut 
antara lain : 
a. Teori asuransi 
b. Teori kepentingan 
c. Teori daya pikul 
d. Teori bakti 
e. Teori asas daya beli 
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang, 
pemungutan, maupun sifatnya (Suandy, 2002). Adapun penjelasannya 
sebagai berikut. 
a. Pembagian pajak berdasarkan golongan, pajak yang dapat dibagi 
menjadi dua yaitu: 
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1) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung 
sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat 
dialihkan kepada pihak lain. 
2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat 
dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering 
disebut sebagai pajak tidak langsung. 
b. Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) Pajak Pusat/ Pajak Negara adalah pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui 
Direktorat Jenderal Pajak. 
2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya 
adalah pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh Dinas Pendapatan Daerah. 
c. Pembagian pajak berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu:  
1) Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau 
keadaan wajib pajak. 
2) Pajak obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan 
obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, 
kemudian baru mencari subyeknya baik orang pribadi maupun 
badan. 
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4. Tarif Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2003) ada empat tarif pajak yaitu: 
a. Tarif sebanding/ proposional yaitu tarif berupa persentase yang 
tetap,terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya 
pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai 
pajak. 
b. Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 
terutang tetap. 
c. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar 
bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
d. Tarif degresif yaitu persentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
 
5. Tata Cara Pemungutan Pajak 
 a.  Stelsel pajak 
 Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel : 
1) Stelsel Pajak 
 Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 
pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 
Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. 
Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan pada akhir 
periode (setelah penghasilan riil diketahui). 
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2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjalan. Kebaikan Setelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama 
tahun berjalan, tanpa harus menuggu pada akhir tahun. Sedangkan 
kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan 
pada keadaan yang sesungguhnya. 
3) Stelsel campuran 
Setelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung  berdasarkan 
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak 
menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, 
maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika kecil 
kelebihannya dapat diminta kembali. 
b.  Asas Pemungutan Pajak 
Ada tiga asas pemungutan pajak yaitu : 
1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 
 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 
Wajib Pajak dalam negeri. 
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2) Asas sumber 
 Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
3) Asas kebangsaan 
 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 
Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap 
orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal 
di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri. 
c.  Sistem Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak terdapat tiga system yaitu : 
1)  Official Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. 
2)  Self Assesment system 
Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
Wajib Pajak untuk menentuka sendiri besarnya pajak terutang. 
3)  With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 
Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. 
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B. Penagihan Pajak 
1. Pengertian Penagihan Pajak 
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah 
disita (Ilyas, 2001). 
 Penagihan Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 
penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif dilakukan melalui 
Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau 
penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-undang Nomor 
19 tahun 1997 sebagimana yang telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 19 tahun 2000. 
 Ruang lingkup dari undang-undang diatas diberlakukan baik 
terhadap jenis pajak pusat (yang dikelola oleh Pemerintah Pusat ) maupun 
terhadap jenis pajak daerah (yang dikelola oleh Pemerintah Daerah) yaitu 
sebagai berikut:  
a. jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat 
1. Pajak Penghasilan (PPh). 
2. Pajak Pertambahna Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). 
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
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4. Bea Masuk dan Cukai. 
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
b. jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
4. Pajak Hotel dan Restoran. 
5. Pajak Hiburan. 
6. Pajak Reklame. 
7. Pajak Penerangan Jalan. 
8. Pajak pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C. 
9. Pajak atas pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan. 
 Dari semua jenis pajak diatas, maka terdapat Wajib Pajak yang 
tidak melunasi utang pajaknya,maka akan dilakukan penagihan dengan 
tahapan-tahapan yang akan disajikan dibawah ini: 
1. Surat Teguran 
 Sebagimana diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak 
adalah adanya Surat Teguran Pajak (STP), Surat Ketetapan  Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar 
Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 
uang harus dibayar bertambah. 
 Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal 
diterbitkannya surat ketetapan sebagaimana dimaksud diatas, wajib 
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pajak tetap tidak melunasinya, barulah dilakukan suatu tindakan 
penagihan aktif dengan nama surat teguran, atau surat peringatan atau 
surat lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau 
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak 
pajaknya. 
 Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanan penagihan pajak dan 
pelaksanannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan 
surat paksa (SP). Apabila terdapat wajib pajak tidak pernah diberikan 
surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis namun 
langsung di terbitkan dan diberikan surat paksa, maka secara yuridis 
surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena tidak didahului dengan 
pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis. 
2. Surat Paksa 
 Surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan 
biaya penagihan pajak. Ada 3 hal yang menyebabkan diterbitkannya 
surat paksa (SP) yaitu: 
a. Bahwa penaggung pajak (pp) tidak melunasi utang pajak sampai 
dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan surat tegutan atau 
surat peringtan atau surat lain yang sejenis. 
b. Bahwa terdapat PP setelah dilakukan penagihan seketika dan 
sekaligus. 
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c. PP tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan 
angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 
 Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat 
teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru 
Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 
25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah), Utang pajak harus dilunasi 
dalam waktu 2 x 24 jam. 
3. Penyitaan 
 Penyitaan (Ilyas, 2001) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 
jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna 
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat 
paksa yang hanya dapat dilakukan setelah bats waktu 2x24 jam 
sebagaimana dimaksud dalam surat paksa dilewati. Artinya, apabila 
penanggung pajak  atau wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajak 
sebagaimana yang tercantum dalam surat paksa, barulah penyitaan 
dapat dilaksanakan.  
 Ada 6 (enam) jenis barang yang dikecualikan dari penyitaan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 undang-undang No 19 tahun 
1997, yaitu: 
a. Pakaian dan tempat tidur beserta pelengkapannya yang digunakan 
oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 
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b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan 
beserta peralatan memasak yang ada dirumah. 
c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas. 
d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan 
penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk 
pendidikan, kebudayaan dan keilmuan. 
e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk 
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah 
selurunya tidak lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 
f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung 
pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.  
4. Lelang  
 Yang dimaksud dengan lelang (Ilyas, 2001) adalah setiap penjualan 
barang dimuka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara 
penawaran harga secara terbuka atau lesan dan atau tertulis yang 
didahului dengan pengumuman lelang. 
 Lelang dalam hal sita pajak merupakan salah satu bagian dari 
berbagai jenis lelang untuk melaksanakan eksekusi atas barang-barang 
milik penggung pajak dalam rangka penagihan piutang pajak. Sesuai 
aturan yang telah ditentukan, pelaksanaan penjualan secara lelang 
terhadap barang yang telah disita dilakukan sekurang-kurangnya 14 
hari setelah pengumuman lelang. Pengumuman lelang itu sendiri 
dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 hari setelah 
pelaksanaan penyitaan. 
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 Hasil dari pelaksanaan lelang barang-barang yang disita terlebih 
dahulu akan digunakan untuk melunasi biaya penagihan pajak dan 
sisanya baru digunakan untuk membayar utang pajak. Bila masih tetap 
ada sisanya, akan dikembalikan kepada penanggung pajak yang 
bersangkutan. Setelah lelang selesai dilaksanakan maka akan dibuat 
risalah lelang yang merupakan suatau berita acara pelaksanaan lelang 
yang dapat berfungsi sebagai suatu akta jual beli yang merupakan 
bukti otentik sebagai dasar untuk pendaftaran dan pengalihan hak. 
 
2. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak 
 Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan 
oleh DJP sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang dalam 1 
bulan takwin. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 
penyelenggaraan usaha. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat 
pemberitahuan pajak (SPTP). SPTP harus diisi dengan jelas, benar dan 
lengkap. 
 
3. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak 
 Berdasarkan SPTP diatas, DJP menetapkan pajak terutang dengan 
menerbitkan SKP. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak. 
DJP dapat menerbitkan: 
a. SKPKB ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ) 
 Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain. Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, tidak disampaikan 
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dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis 
dan bila kewajiban mengisi SPT tidak dipenuhi, maka pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan. 
b. SKPKBT ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ) 
 Diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 
terutang. 
c. SKPN ( Surat Ketetapan Pajak Nihil ) 
 Diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
 
4. Tata Cara Pembayaran Pajak 
 Pembayaran pajak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
atau tempat lain yang ditunjuk oleh DJP sesuai waktu yang ditentukan 
dalam SPTP, SKP, SKPKB, SKPKBT, dan SPT. Apabila pembayaran 
pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus 
disetor selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah 
ditentukan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP. 
 
 
 
5. Keberatan dan Banding 
 Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atau 
pejabat. permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam 
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bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak tanggal SKP, SKPKB, 
SKPKBT dan SKPN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan 
atau pemunutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. DJP atau pejabat dalam waktu paling 
lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima sudah 
memberikan keputusan. Apabila dalam jangka waktu tersebut  DJP atau 
pejabat tidak memberikan keputusan. Permohonan keberatan dianggap 
dikabulkan. 
 Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan 
penyelenggara sengketa pajak dalam jangka waktu tiga bulan setelah 
diterimanya keputusan keberatan. Apabila pengajuan kebertan atau 
banding yang diajukan wajib pajak dikabulkan seluruhnya atau sebagian, 
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. 
 
6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
 Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak kepada DJP atau pejabat secara tertulis. 
Dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. DJP atau pejabat harus 
memberikan keputusan. Apabila dalam jangka waktu tersebut DJP atau 
pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. 
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7. Kadaluwarsa 
 Dinyatakan kadaluwarsa apabila setelah melampaui jangka waktu 5 
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak 
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Kadaluwarsa penagihan 
pajak tertagih apabila: 
a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau 
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak 
langsung. 
 
8. Ketentuan Pidana 
 Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaiakan SPTP atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Negara, dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling 
banyak 2x jumlah pajak yang terutang. 
 Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTP atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Negara dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling 
banyak 4x jumlah pajak yang terutang. 
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9. Penyidikan 
Wewenang penyidikan adalah sebagai berikut: 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 
b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tidak pidana dibidang perpajakan. 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan. 
d. Memeriksa buku-buku, catatan dan doumen-dokumen lain bekenan 
dengan tindak pidana dibidang perpajakan. 
e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peaksanan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. 
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang menunggalkan ruangaan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e. 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
perpajakan. 
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i. Memanggil seeorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi. 
j. Memghentikan peyidikan. 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan. 
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BAB III 
    PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo 
 Setelah melaksanakan kegiatan magang mahasiswa di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, penulis mengetahui keadaan 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratam Sukoharjo merupakan bagian dari Kantor Wilayah 
Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II. Karena mulai bulan 
November 2007 wilayah Propinsi Jawa Tengah dibagi menjadi dua yaitu 
kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah I dan Jawa 
Tengah II. 
 Sebelum tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukoharjo merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten, 
kemudian pada bulan November 2007 dipecah menjadi dua bagian yaitu 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten dan Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten 
berdiri pada November 1989 dan diresmikan oleh Direktur Jendral 
(Dirjen) Pajak pada tanggal 13 Januari 1994, sedangkan Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo yang merupakan pecahan dari Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Klaten yang baru beroperasi mulai bulan 
November 2007. 
 Pada tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten masih 
berbentuk kantor dinas luar tingkat I Klaten dibawah inspeksi pajak 
26 
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Surakarta dan pada tahun 1998 dengan pertimbangan pokok semakin 
banyaknya jumlah wajib pajak dan semakin besarnya pemasukan uang 
pajak. Maka kantor dinas luar tingkat I Klaten ditingkatkan menjadi 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten dan pada tahun 2007 Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten di pecah lagi, menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten dan Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Sukoharjo. 
 Dasar hukum ynag digunakan dalam kantor pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Sukoharjo adalah: 
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 
Mei 2007 tentang peraturan menteri keuangan Nomor: 
132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata cara instansi vertikal 
Direktorat Jendral Pajak. 
2. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-141/PJ/2007 tanggal 
03 Oktober 2007 tentang penetapan organisasi dan tata cara instansi 
vertikal Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dan kantor pelayanan, 
penyuluhan, dan konsultasi perpajakan di lingkungan kantor wilayah 
Jendral Pajak Jawa Tengah I, Kantor wilayah Direktorat Jendral 
Pajak Istimewa Yogyakarta. 
   Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo merupakan unit 
vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) setingkat eleson III. Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo mempunyai tugas pokok yaitu: 
Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di 
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bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang 
mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain 
mempunyai tugas pokok, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukoharjo juga mempunyai fungsi: 
1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data pengamatan potensi 
perpajakan, pendataan, obyek dan subyek pajak, serta penilaian 
obyek bumi dan bangunan. 
2. Penetapan dan penerbitan prosedur hukum perpajakan. 
3. Pengadminitrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerima dan 
pengolahan surat pemberitahuan, serta surat lainnya. 
4. Surat pemberitahuan, serta surat lainnya. 
5. Penyuluhan perpajakan. 
6. Pelaksanan registrasi wajib pajak. 
7. Pelaksanaan ekstensifikasi. 
8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanan penagihan pajak. 
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 
10. Pelaksanaan intensifikasi. 
11. Pembetulan ketetapan pajak. 
12. Pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan. 
13. Pelaksanaan adminitrasi kantor. 
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 Sebelum dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Klaten dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Sukoharjo, Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten wilayah kerjanya meliputi: 
1. Kabupaten Dati II Klaten 
2. Kabupaten Sukoharjo 
3. Kabupaten Wonogiri 
 Tetapi setelah dipecah, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Prtama Sukoharjo meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Sukoharjo dan 
Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 15 (limabelas) 
kecamatan, yaitu: 
1. Kecamatan Sukoharjo 
2. Kecamatan Grogol 
3. Kecamatan Kartosuro 
4. Kecamatan Mojolaban 
5. Kecamatan Nguter 
6. Kecamatan Bedosari 
7. Kecamatan Bulu 
8. Kecamatan Pracimantoro 
9. Kecamatan Giritontro 
10. Kecamatan Weru 
11. Kecamatan Polokerto 
12. Kecamatan Gatak 
13. Kecamatan Paranggupito 
14. Kecamatan Baki 
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15. Kecamatan Tawang Sari 
Untuk kabupaten Wonogiri meliputi 22 kecamatan yaitu: 
1. Kecamatan Wonogiri 
2. Kecamatan Sologiri 
3. Kecamatan Baturetno 
4. Kecamatan Jatisrono 
5. Kecamatan Karang Tengah 
6. Kecamatan Girimarto 
7. Kecamatan Batu Warno 
8. Kecamatan Ngadirojo 
9. Kecamatan Wuryantoro 
10. Kecamatan Girimarto 
11. Kecamatan Puh Pelam 
12. Kecamatan Jatiroto 
13. Kecamatan Eromoko 
14. Kecamatan Purdantoro 
15. Kecamatan Tirtomoyo 
16. Kecamatan Bulukerto 
17. Kecamatan Slogohimo 
18. Kecamatan Jatipurno 
19. Kecamatan Nguntoronadi 
20. Kecamatan Kismantoro 
21. Kecamatan Sidoharjo 
22. Kecamatan Manyaran 
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2.  Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 
1. Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo 
 Menjadikan modal pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan 
sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercayai dan 
dibanggakan masyarakaat. 
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo 
a. Misi fiskal  
Menghimpun penerimaannya dalam Negara dan sektor pajak 
yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 
berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tingkat 
efektifitas dan efisiensi yang tinggi. 
b. Misi ekonomi 
Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi 
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan 
yang minimazing distortion. 
c. Misi politik 
Mendukung proses demokratis. 
d. Misi kelembagaan 
Senantiasa menperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat 
dan teknokrasi perpajakan serta adminitrasi perpajakan mutakhir. 
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3.   Struktur Organisasi 
a. Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukoharjo. 
 Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai lembaga yang 
melayani masyarakat khususnya dalam bidang perpajakan, maka Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo membentuk stuktur organisasi 
agar dalam menjalankan tugasnya dapat lebih terorganisir. 
 Stuktur Organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab Kantor 
Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Sukoharjo, telah diatur dalam surat 
keputusan Mentri Keuanagan Replublik Indonesia Nomor: 
55/PMK.01/2007 tentang organisasi dan tata kerja wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP). Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Sukoharjo terdiri dari: 
a.      Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. 
b. Kepala Sub Bagian Umum. 
c. Kepala Seksi Penagihan. 
d. Kepala Seksi Pemeriksaan. 
e. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. 
f. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. 
g. Kepala Seksi Pelayanan. 
h. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). 
i. Kepala Seksi Ektensifikasi. 
j. Kelompok Jabatan Fungsional. 
k. KP2KP Wonogiri. 
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Gambar 3.1. 
Sumber : KPP Sukoharjo 
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO 
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4.  Deskripsi Jabatan 
 
 Sistem dan Prosedur kerja di Kantor Pelayanan Pajak Perpajakan 
Sukoharjo meliputi : 
1.    Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Bertugas mengkoordinasi tugas-tugas yang berada di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, sesuai dengan kebijakan, keputusan 
dan arahan Direktur Jendral Pajak. 
2. Kepala Sub Bagian Umum tugasnya meliputi: 
a. Koordinasi pelaksana Tata Usaha dan Kepegawean yang bertugas 
membantu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam urusan 
tata usaha, kepegawean dan laporan-laporan. 
b. Membantu  Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam urusan 
keuangan. 
c. Koordinasi pelaksana rumah tangga, yang bertugas membantu 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam urusan rumah tangga 
perlengkapan. 
3.      Kepala Seksi Penagihan 
Bertugas mengkoordinir tugas-tugas koordinasi pelaksanan dan 
bertanggung jawab terhadap kelancaran dan tugas  untuk dilaporkan 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan segala urusan ada 
pada seksi penagihan dibantu oleh: 
a. Pelaksana adminitrasi piutang pajak 
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    Yang bertugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, 
usulan penghapusan pajak, dan penundaan angsuran. 
b. Juru sita pajak 
Bertugas membantu penyiapan surat teguran, surat paksa, surat 
perintah melaksanakan penyitaan, usul, lelang dan dukungan 
penagihan lainnya serta melakukan penagihan pajak atas wajib 
pajak. 
4.      Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Bertugas mengkoordinir pengolahan Data dan Informasi, dibantu oleh 
pelaksanaan seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang bertugas: 
a.  Membantu urusan pengolahan data, penyajian informasi dan 
membantu Monografi pajak. 
b.    Membantu pelaksanana pemberitahuan dukungan teknis komputer. 
c.     Membantu penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib 
pajak. 
5. Kepala Seksi Pemeriksaan 
 Kepala seksi pemeriksaan membantu tugas melakukan pemeriksaan atas 
Surat Pemberitahuan (SPT) masa tahunan pajak penghasilan dan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan II 
Melakukan tugas pengawasan, penyuluhan dan konsultasi bagi wajib 
pajak yang belum mengerti tentang perpajakan kepada masyarakat. 
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7.  Kepala Seksi eksentifikasi 
 Kepala seksi eksentifikasi mempunyai tugas melakukan pembinaan 
wajib pajak atau mengarahkan seseoarang membayar pajak agar patuh 
terhadap perpajakan (melakukan ekstensifikasi). 
8. Fungsional 
Mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan serta pelayana 
konsultasi dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku. Hal ini dimaksudkan bagi wajib pajak yang belum mengetahui 
tentang pajak dan kegunannya, yang dibantu oleh: 
a.   Fungsional Pemeriksaan 
Bertugas melakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak dalam 
melakukan kewajiban perpajakannya. 
b.   Fungsi peneliti 
Bertugas melaksanakan penilaian atas obyek pajak untuk 
menentukan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). 
 
5. Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. 
  Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama sukoharjo merupakan bagian 
dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II. Dengan target 
penerimaan nomor tiga di kantor wilayah untuk tahun kemarin. 
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  Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Sukoharjo baru beroperasi 
mulai bulan November 2007, karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukoharjo merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Klaten yang belum lama beroperasi, pada bulan Januari 2008 Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo menerima Surat Pemberitahuan 
(SPT) Masa PPN, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh dan PPNBM, Surat 
Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21/26, Surat Pemberitahuan (SPT) 
Masa PPh pasal 22, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23/26, Surat 
Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 25 dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 
4 ayat (2).  
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B. Laporan Magang Kerja 
 Jadwal Magang atau KMM dilaksanakkan mulai bulan Februari sampai 
Maret. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan bagi mahasiswa 
yang sudah menempuh tahun perkuliahan terakhir, khususnya bagi mahasiswa DIII 
UNS. Kegiatan magang mahasiswa ini suatu praktik langsung dilapangan agar para 
mahasiswa mendapatkan pengalaman dan bekal setelah lulus nanti. 
 Tempat kegiatan magang yang dilaksanakan penulis bertempat di Kantor 
Pemeriksaan Pajak (KPP) Sukoharjo. Kantor tersebut hanya beroperasi selama lima 
hari dalam seminggu atau lima hari kerja, yang dimulai dari hari senin-jumat. Jam 
kerja kantor tersebut dimulai pukul 07.30 – 17.00 wib. Tetapi untuk mahasiswa atau 
peserta magang yang melaksanakan kegiatan magang di kantor tersebut jam kerjanya 
dimulai hanya dari pukul 07.00 – 14.00 wib. 
Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama magang adalah sebagai berikut: 
 Aktivitas Magang 
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Senin,15 Februari 2010     Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang              
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26. Mengatministrasikan 
SPT. 
Selasa,16 Februari 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang 
direkam yaitu SPT masa PPh 4(2). Mendisposisikan SPT. 
Rabu,17 Februari 2010 Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26. 
Kamis,18 Februari 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 23/26. 
Jum’at,19 Februari 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 23/26. 
Senin,22 Februari 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 4(2). 
Selasa,23 Februari 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26. 
Rabu,24 Februari 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26. 
Kamis,25 Februari 2010 Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang             
direkam yaitu SPT PPN masa 1107. 
Senin,1 Maret 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 23/26. 
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Selasa,2 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 23/26. 
Rabu,3 Maret 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT PPN masa 1107 
put.Mengatministrasikan surat masuk. 
Kamis,4 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT PPN masa 1107. Mengatministrasikan 
surat masuk. 
Jum’at,5 Maret 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 23/26. 
Senin,8 Maret 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26. Mendisposisikan 
surat masuk. 
Selasa,9 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26. Mendisposisikan 
surat masuk. 
Rabu,10 Maret 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT PPN masa 1107. Mendisposisikan 
SPT. 
Kamis,11 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 23/26. Mendisposisikan 
surat masuk. 
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Jum’at,12 Maret 2010  Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang       
direkam yaitu SPT masa PPh 23/26. Mendisposisikan 
SPT. 
Senin,15 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 4(2). Mendisposisikan surat 
masuk. 
Rabu,17 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26.SPT masa PPh 4(2). 
Mengatministrasikan SPT. 
Kamis,18 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26.SPT masa PPh 4(2). 
Mengatministrasikan SPT. Mendisposisikan SPT. 
Jum’at,19 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26. SPT PPN masa 
1107. Mengatministrasikan surat masuk. 
Senin,22 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT  PPN masa 1107. SPT PPN masa 
1107 put. 
Selasa,23 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa PPh 21/26. Mengatministrasikan 
surat masuk. 
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Rabu,24 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT  PPN masa 1107. 
Mengatministrasikan surat masuk. 
Kamis,25 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT  PPN masa 1107. SPT masa PPh 
23/26. 
Jum’at,26 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT  PPN masa 1107. 
Senin,29 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT  PPN masa 1107. 
Selasa,30 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT  PPN masa 1107. 
Rabu,31 Maret 2010   Melakukan kegiatan perekaman SPT, jenis SPT yang      
direkam yaitu SPT masa  PPh 23/26. 
 
Merekam SPT  
Merupakan suatu kegiatan memasukkan data kedalam mesin komputer sesuai data 
yang ada, guna untuk mendokumentasikan data dari wajib pajak,juga untuk 
memperbarui data-data yang wajib pajak yang sudah ada. 
Mendisposisikan SPT  
Merupakan kegiatan mengeposkan SPT yang masuk kepada pegawai yang 
namanya sudah tecantum dalam dasi SPT. 
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Mengadministrasikan SPT  
Merupakan kegiatan membukukan SPT yang dicatat kedalam agenda dan 
memberikan dasi SPT. 
Mendisposisikan surat masuk  
Merupakan kegiatan mengeposkan surat yang masuk kepada pegawai  yang 
namanya sudah tercantum dalam dasi surat masuk. 
Mengatinistrasikan surat masuk  
Merupakan kegiatan membukukan surat yang dicatat kedalam agenda dan 
memberikan dasi surat masuk. 
Dasi  
Adalah suatu kertas kecil yang berisi tentang penjelasan jenis SPT atau surat 
masuk, untuk apa dan siapa SPT atau surat masuk tersebut ditujukan. Dan yang 
berwewenang menunjuk untuk siapa dan untuk diapakan selanjutnya SPT atau 
surat masuk tersebut adalah Kepala seksi. 
C.  Pembahasan Masalah 
1. Pengelolaan Piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sukoharjo 
 Pengertian pengelolaan itu sendiri adalah suatu kegiatan dalam 
mengusahakan kemajuan atau peningkatan. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Sukoharjo sistem pengelolaan piutangnya tidak berbeda dengan 
kantor-kantor pajak yang lain pada umumnya dan tentunya sesuai dengan 
peraturan dan undang-undang yang berlaku. Seperti pada materi yang ada 
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pada penagihan, piutang yang ada harus ditagih sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan. 
 Tata cara penagihan pajak tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak 
saat jatuh tempo pembayaran. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan 
dalam surat lain yang sejenis tidak dilunasi atau dibayar , maka pejabat akan 
mengeluarkan surat paksa. Surat paksa akan dikeluarkan segera setelah lewat 
21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis. Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal 
pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah 
melaksanakan penyitaan setelah di lakukan penyitaan wajib pajak belum juga 
melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 10 hari sejak pemberitahuan 
surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan 
penetapan tanggal pelelangan pada kantor lelang negara. Setelah itu akan 
dilaksanakan pelelangan oleh pejabat. 
Dan hasil dari pelelangan itu digunakan untuk melunasi utang wajib pajak 
yang bersangkutan. 
 
2.  Perkembangan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Sukoharjo Dari Tahun 2006-2008 
Tabel 3.1 
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Piutang pajak dari tahun 2006, 2007, dan 2008 
                                                                         (Dalam ribuan) 
    
Sumber: KPP Pratama Sukoharjo 
 
  Tabel diatas merupakan gambaran piutang pajak yang ada di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo yang belum terealisasikan dan 
belum ada faktor penambah dan pengurang piutang pajak. 
 Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat piutang pajak yang ada di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo setiap tahunnya mengalami 
penurunan yang signifikan, tapi hal tersebut belum bisa dijadikan ukuran 
kalau piutang pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukoharjo sudah ditagih secara optimal. Karena dengan berjalannya proses 
saldo piutang awal tersebut dapat bertambah karena beberapa faktor  dan 
dapat berkurang karena adanya pembayaran piutang atau faktor-faktor yang 
lain yang dapat mengurangi piutang yang ada. Berikut adalah tabel yang 
menggambarkan berkurangnya piutang karena adanya pembayaran SSP/Pkb. 
Tabel 3.2 
Pembayaran piutang pajak melalui SSP/Pbk 
                                                                                               (Dalam ribuan) 
Tahun Piutang pajak/saldo awal 
2006 1.222.363 
2007 755.785 
2008 429.209 
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Tahun Saldo awal Pembayaran SSP/Pkb 
2006 1.222.363 33.931 
2007 755.785 330.646 
2008 429.209 212.479 
Sumber: KPP Pratama Sukoharjo 
 
 Dari tabel diatas dapat dilihat pembayaran melalui SSP/Pbk. Pada tahun 
2006 terbayar Rp. 33.931.000, tahun 2007 sebesar Rp. 330.646.000 dan pada 
tahun 2008 sebesar Rp. 212.479.000. Hal tersebut belum bisa dijadikan 
patokan untuk menentukan tingkat keoptimalan piutang, karena ada faktor-
faktor yang dapat membuat saldo piutang bertambah. Berikut tabel yang 
menggambarkan perkembangan piutang pajak akibat adanya penambahan 
piutang. 
Tabel 3.3 
Perkembangan piutang pajak dari tahun 2006, 2007, dan 2008 
        (Dalam ribuan) 
Tahun Saldo awal 
piutang 
Penambahan 
piutang 
Pengurangan 
piutang 
Saldo akhir 
piutang 
2006 1.222.363 223.479 586.705 859.137 
2007 755.785 7.625.016 5.776.673 2.604.128 
2008 429.209 1.755.634 1.587.243 597.600 
Sumber: KPP Pratama Sukoharjo 
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 Piutang pajak bertambah karena adanya faktor-faktor seperti: SKP, STP, 
SK Banding, Putusan Banding, Putusan PK, STP Bunga Penagihan, WP 
Pindah, dan lain-lain.  
Berikut adalah tabel yang menggambarkan terealisasinya piutang pajak.  
Tabel 3.4 
Realisasi piutang pajak dari tahun 2006, 2007, dan 2008 
                   (Dalam ribuan) 
Tahun Saldo piutang 
awal 
Realisasi Saldo piutang 
akhir 
2006 1.445.842 586.705 859.137 
2007 8.380.801 5.776.673 2.604.128 
2008 2.184.843 1.587.243 597.600 
Sumber: KPP Pratama Sukoharjo 
 
 Realisasi piutang pajak diatas berdasarkan faktor adanya pengurangan 
piutang seperti: adanya pembayaran, ps.16/ps.36 uu kup, SK Keberatan, 
Putusan Banding, Putusan PK, Penghapusan, WP pindah, dan lain-lain. 
 Dalam analisis ini akan digunakan perhitungan untuk mengetahui  
keoptimalan penagihan piutang pajak dalam bentuk presentase. Dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
             Ra 
Pa =                x 100%   
             Ta 
(Sumber: Wibowo, 2005) 
Keterangan: 
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Pa = presentase piutang pajak yang tertagih. 
Ra = realisasi piutang pajak yang tertagih. 
Ta = target piutang pajak yang tertagih. 
  Namun, pengambilan kesimpulan mengenai tingkat optimalisasi 
bukanlah hal yang mudah karena jika terdapat hasil yang optimal belum tentu 
memberikan kepastian bahwa pencapaiannya sudah baik, bisa jadi target yang 
ditentukan masih sangat rendah. Sebaliknya, jika kurang optimal belum tentu 
memberikan indikasi bahwa pencapaian kurang baik, akan tetapi ada 
kemungkinan penetapan target terlalu tinggi.  
  Dengan menghitung pertumbuhan piutang pajak setiap tahun, maka 
dapat diketahui peningkatan atau penurunan piutang pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. Dan dengan mengetahui setiap 
kenaikan atau penurunan yang terjadi maka akan mempermudah dalam 
penarikan kesimpulan dibandingkan dengan analisis atau cara perhitungan 
yang lain. Berikut adalah tabel yang menggambarkan tingkat keoptimalan dari 
penagihan piutang pajak.   
Tabel 3.5 
Optimalisasi penagihan piutang pajak dari tahun 2006, 2007, dan 2008 
                              (Dalam ribuan) 
Tahun Realisasi Target Persentase 
keoptimalan 
2006 586.705 9.933.754 5% 
2007 5.776.673 9.933.754 58% 
2008 1.587.243 9.933.754 15% 
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Sumber: KPP Pratama Sukoharjo dan data olahan 
 
 Target diatas ditentukan berdasarkan surat edaran SR-39/PJ.045/2009 
sebesar Rp. 9.933.754.000. Terlihat besarnya target diatas sama dari tahun 
2006, 2007 dan 2008, hal tersebut dikarenakan pengambilan data piutang 
pajak diambil dari perkembangan piutang pajak tahun 2009. Dan dalam data 
tersebut telah mencakup perkembangan pajak dari tahun-tahun sebelumnya 
yang diantaranya mencakum tahun pajak 2006, 2007 dan 2008. Tetapi untuk 
tahun 2009 sendiri piutang pajaknya tidak dimasukan dalam analisis 
dikarenakan data yang ada pada tahun 2009, hal-hal yang menjadi bahan 
analisis belum tercakup seperti halnya pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Dan 
target tersebut diperhitungkan berdasarkan jumlah piutang pajak awal bulan 
per tahun pajaknya yang sudah diakumulasikan dari  tahun ke tahun. 
 Dapat dilihat diatas pencapaian target pada tahun 2006 sebesar 5% 
dengan total realisasi sebesar Rp. 586.705.000. Pada tahun 2007 sebesar 58% 
dengan total realisasi sebesar Rp. 5.776.673.000 dan pada tahun 2008 sebesar 
15% dengan total realisasi Rp. 1.587.243.000. Peningkatan dan penurunan 
realisasi dari tahun ke tahun diatas tergantung pada seberapa banyak wajib 
pajak yang melunasi hutangnya dan tentunya faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan piutang pajak itu sendiri berkurang. 
 
3.  Hambatan Yang Dihadapai Dalam Proses Penagihan 
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Hambatan yang sering dihadapi biasanya faktor dari wajib pajak yaitu: 
a. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. 
b. Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili 
diluar kota. 
c. Masih banyaknya para wajib pajak yang belum paham terhadap prosedur 
pelaksanaan penagihan. Hal ini dikarenakan terbatasnya atau kekurang 
pahaman mereka tentang pajak dan peraturannya.  
 
 Upaya yang dilakukan adalah: 
a. Mengadakan penyuluhan terhadap wajib pajak secara intensif serta 
berkelanjutan tentang pajak. 
b. Wajib pajak hendaknya selalu memberikan informasi mengenai 
keberadaan alamat maupun nomer telepon yang dapat dihubungi.  
c. Peningkatan kualitas profesionalisme pihak KPP, khususnya petugas 
lapangan didalam melakukan kegiatan penagihan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan masalah dapat disimpulkan bahwa 
sistem pengelolaan piutang pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Sukoharjo sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Piutang pajak yang ada harus ditagih sesuai dengan 
tahapan-tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut. 
Keoptimalan penagihan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Sukoharjo pada tahun 2006-2008 dapat dikelola secara optimal. Hal 
tersebut dapat dilihat dari perkembangan piutang pajak, saldo awal piutang 
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pajak tahun 2006 tercatat sebesar Rp. 1.222.363.000, pada saldo akhirnya 
mengalami penurunan dan tinggal tercatat sebesar Rp. 859.137.000. Pada 
tahun 2007 saldo awal yang tercatat sebesar Rp. 755.785.000 membengkak 
menjadi Rp. 2.604.128.000 pada saldo akhirnya, hal tersebut dikarenakan 
adanya faktor penambahan piutang yang cukup besar, walaupun begitu 
penagihan piutang pajak pada tahun 2007 sudah dapat dikatakan optimal. Dan 
pada tahun 2008 saldo awalnya tercatat Rp. 429.209.000,  saldo akhir Rp. 
597.600.000. Hal tersebut juga dikarenakan adanya faktor penambahan 
piutang, tetapi walau saldo akhirnya lebih besar dari pada saldo awal, pada 
tahun 2008 ini penagihan piutangnya dapat dikatakan optimal pula. Dengan 
melihat dan membandingkan saldo piutang awal, faktor penambah piutang, 
faktor pengurang piutang, dan saldo akhir piutang pajak pada tahun 2006, 
2007, dan 2008 saldo piutang pajak yang ada selalu mengalami penurunan. 
Melihat penurunan yang cukup signifikan tersebut maka pengelolaan  piutang 
pajak dari tahun 2006, 2007, dan 2008 dapat dikatakan optimal. Piutang pajak 
yang telah terlunasi atau terrealisasi sudah pasti dapat menambah penerimaan 
pajak di Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. Hambatan-
hambatan yang ada dalam menjalankan proses penagihan yang biasanya 
banyak muncul dari faktor wajib pajak seperti dari kesadaran wajib pajak dan 
sebagainya tersebut, sekiranya harus dapat disiasati oleh para aparatur pajak 
agar hambatan-hambatan yang sering muncul tersebut tidak menjadi batu 
sandungan dalam pelaksanaan proses penagihan piutang pajak. 
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B. Saran 
Dalam pengembangan peningkatan kepatuhan dan pengelolaan 
piutang pajak perlu adanya pemahaman tentang ilmu perpajakan, serta 
peraturan perundang-undangan yang digunakan, untuk itu penulis 
memberikan saran dan masukan yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut: 
1. Tunggakan pajak akan selalu ada terus menerus, untuk itu perlu adanya 
perhatian yang khusus akan hal ini. Sehingga dapat meminimalisir hal-hal 
yang tidak diinginkan, misal: kerugian akibat tidak dilunasinya utang 
pajak serta penyelewengan dari pihak pejabat. 
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2. Untuk para wajib pajak hendaknya tidak bersikap acuh tak acuh, bila 
masih mempunyai tunggakan pajak hendaknya segera melunasi sebelum 
jatuh tempo, agar tujuan dan fungsi dari pajak itu sendiri dapat terlaksana 
dengan baik. 
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